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PUTUSAN
Nomor 546/Pdt.G/2021/PA.Kag
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara

perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan lbu
Rumah Tangga, tempat kediaman di LK IlI RT 5 Kelurahan
Indralaya Raya Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan llir,

sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh,
tempat kediaman Dahulu di LK V Kelurahan Timbangan,
Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan llir, sekarang di Lembaga
Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Raja, Kelurahan Tanjung Raja,

Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan llir, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 April
2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi pada tanggal 06
April 2021 dengan register perkara Nomor 546/Pdt.G/2021/PA.Kag,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah,

menikah pada tanggal 10 November 2016 di Indralaya sebagaimana tertera

dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 272/18/X1/2016. yang dikeluarkan oleh

Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan llir tertanggal

14 November 2016
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2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Jejaka dan
Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus Perawan antara Penggugat
dan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orang tua Penggugat di Indralaya selama kurang lebih 1
Tahun sampai dengan berpisah pada tanggal 16 November 2018;

1. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai
1 orang anak bernama : 1 ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sekarang
anak tersebut berada dalam asuhan Pengguga

2. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 Bulan akan tetapi
setelah itu sejak bulan April 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

menjadi tidak harmonis lagi, yang disebabkan antara lain :

5.1 Tergugat KDRT Seperti memukul;
52 Tergugat selingkuh;
5.3 Tergugat sering ngomong kasar dengan Penggugat
3. Bahwa, Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat itu terjadi di rumah orang tua Penggugat pada bulan November
2018 Berawal dari Tergugat meminnta bikini Teh manis dengan Penggugat
lalu Tes manis Tersebut kurang manis lalu Tergugat memarahi Penggugat
bahkan Tergugat KDRT dengan Penggugat;

4. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal dirumah sendiri di
kelurahan Insralaya raya sedangkan Tergugat sekarang barada di rumah
orang tua Tergugat di Indralaya sejak Tanggal 16 November 2018 hingga 5
April 2021 dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami
istri;

5. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah
berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat
untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;

6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan

keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun
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keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak

sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian

adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

7. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan

harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat

dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh

karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai di hadapan

Sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

8. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon

kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim kiranya

dapat memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat kemudian
memutuskan sebagai berikut :
PRIMER :
1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba’'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil
atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan
tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang
sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi
dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan
keterangan bahwa alasan utama Penggugat mengajukan gugatan perceraian

adalah karena Tergugat telah dipidana selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2018
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yang lalu karena kasus penyalahgunaan narkoba dan Penggugat menyatakan
sanggup untuk membuktikan alasan perceraiannya tersebut dengan adanya
putusan Pengadilan tentang pemidanaan Tergugat tersebut di hadapan Majelis
Hakim;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di
persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat
didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Indralaya, Kabupaten Ogan llir, Nomor 272/18/X1/2016 Tanggal 14 November
2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi
tanda P1,;

2. Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor
46/Pid.Sus/ 2018/PN/Kag, tanggal 27 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah
diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun
lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap
dengan gugatan Penggugat selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah se-
bagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir
dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam

di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan
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dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama
Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh
karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan,
sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim-
kan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu
disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (default without reason) sesuai
Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara
a quo dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan me-
nasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan
tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua
perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi,
akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah
hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat
hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai),
maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak
dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan semula kehidupan rumah
tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun
sejak bulan Januari 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak
harmonis lagi, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai

goyah, disebabkan karena hal-hal sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam
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posita angka 5 gugatan Penggugat. Selain itu, Penggugat juga menegaskan
melalui keterangannya yang disampaikan secara lisan di persidangan bahwa
alasan utama Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah karena
Tergugat telah dipidana selama 5 (lima) tahun karena kasus penyalahgunaan
narkoba;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di per-
sidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Ter-
gugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak ke-
perdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan
membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, hamun
tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan,
karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat
menimbulkan suatu kebohongan besar (de groten langen);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di
persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal
Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak
keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui
dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat,
namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat
dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan
dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (de groten langen);

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli

figih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz 1l hal 405 yang berbunyi:

il

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,
kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah
haknya";

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian
yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, dan untuk lebih
meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan
Keputusan Mahkamah Agung Rl Nomor KMA/032/SK/1V/2006 tanggal 4 April 2006
tentang Pemberlakuan Akta Il Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan

Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk
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mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum
gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih hujjah syari’ah
dalam Kitab Al-Anwar Juz Il halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih

sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:
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Artinya : "Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak
diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P1 dan P2 sebagaimana dalam
duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P1 dan P2 yang diajukan
Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah
dari suatu Akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai
cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985
dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan
formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat
dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan
dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama
Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan llir, Nomor 272/18/X1/2016 Tanggal 14
November 2016) merupakan Akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan
mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat
dalam perkawinan sah yang tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami,
Kota Palembang, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2
ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah
mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara
ini (persona standi in judicio), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk
mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa alasan utama
Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah karena Tergugat telah

dipidana selama 5 (lima) tahun karena kasus penyalahgunaan narkoba;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.546/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim
mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum
Islam diatur bahwa perceraia dapat terjadi apabila “salah satu pihak mendapat
hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah
perkawinan berlangsung,” selanjutnya dalam ketentuan Pasal 23 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa “Gugatan perceraian karena alasan
salah seorang dari suami-istri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau
hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 19 huruf ¢, maka untuk
mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyapaikan
salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang
menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.”
Ketentuan yang sama juga diatur dalam Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam bahwa
“Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima)
tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c,
maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup
menyapaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai
keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap.”

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P2 berupa
Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN.Kag,
tanggal 27 Februari 2018, putusan mana telah dinyatakan berkeuatan hukum
dengan salah satu diktumnya berbunyi “Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa
Hayanto als Ari bin Umar (baca: Tergugat) dengan pidana penjara selama 5
(lima) tahun, serta pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta
rupiah) ....dst.” Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan bukti P2
tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatan Penggugat dalam
perkara a-quo sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan juncto Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya,
gaugatan Penggugat Penggugat dinilai telah beralsan hukum dan berlawanan

dengan hak;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
Majelis menyimpulkan bahwa harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai
dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun,
dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah
memenuhi maksud ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf ¢ Penjelasan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf ¢ Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam, oleh
karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1
(satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2
(dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian
pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2
huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah
talak satu ba’in sughra;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum
Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya Figh As-Sunah, Jilid 1, halaman 248 yang
diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai
berikut:

S a | S AN <AgiE | I A PAgisREUC@IA2Sdare®® Rl'd
METMETENE—R S A8 EUHBEA GRS Ghnfsl 2K a2, aiE
S an 1 & A AGE | R ALPAUSEEE AT T 1

MR SEERE—R S A8 EUCRH BEA CUERS Gl 2o alE
S a || &) LGN <AgiE | S AAgQFEREUCH 2SS _’REI”-E
AR GANMNER S A8 EU BHEA GLERs HH A1 2 A0 /ﬁjf
Artinya: “Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau del%?
pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak
langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah
tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan
keduanya dengan talak satu bain (sughra)";

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka
bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci
(sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut ba'da
dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum

Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak
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menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang
telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo adalah perkara di bidang
perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum
amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam
yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama
Kayuagung pada hari Senin tanggal 26 April 2021 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 14 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami M. Argom Pamulutan, S.Ag., M.A
sebagai Ketua Majelis, Mashudi, S.H., M.H.I. dan Alimuddin, S.H.l., M.H. masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Jauhari, S.H.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim Anggota Hakim Ketua,

M. Argom Pamulutan, S.Ag., M.A.
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Mashudi, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

Alimuddin, S.H.l., M.H.
Panitera Pengganti,

Jauhari, S.H.
Perincian biaya :

1. Pendaftaran :Rp 30.000,00

2. ATK Perkara :Rp 50.000,00

3. Panggilan: Rp300.000,00

4. PNBP Panggilan - Rp20.000,00

5. Redaksi : Rp 10.000,00

6. Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah : Rp420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).
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